BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2018 SERTA PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
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dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kubu Raya Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN

DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN
2018 SERTA PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota
DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk
menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan
berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan
komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan
DPRD.
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8.

10.

(4)

(1)
(2)

(3)

(4)

Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan
untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

Tunjangan Reses adalah Uang yang diberikan setiap melaksanakan reses
kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.

Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah
dana yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRD untuk
menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi,
pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas
ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan pendapatan umum
daerah dikurangi belanja Aparatur Sipil Negara.

Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Dana
Bagi Hasil yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana
Perimbangan), sehingga tidak termasuk pendapatan daerah pada kelompok
pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, seperti dana bagi
hasil pajak dari Provinsi kepada Kabupaten, serta dana penyesuaian dan
otonomi khusus.

Belanja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari belanja gaji, belanja pegawai serta tambahan pendapatan Aparatur
Sipil Negara seperti belanja Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan
Jabatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Fungsional Umum, Tunjangan
Beras, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus, Pembulatan Gaji, luran BPJS
Kesehatan, [uran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian, Tunjangan Profesi
Guru, Tambahan Penghasilan Guru dan Tunjangan Khusus Guru sesuai
peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan
daerah merupakan data realisasi APBD Tahun Anggaran 2016.

Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kemampuan keuangan daerah dikelompokkan sebagai berikut :
1. tinggi;

2.sedang; dan

3.rendah.

Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikelompokkan sebagai berikut :

a. di atas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah)
dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi,;



b. Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan
Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah)
dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan

c. di bawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah)
dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 4

(I) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),
kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya sebesar
Rp.390.031.815.862,01(tiga ratus sembilan puluh miliar tiga puluh satu
juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah
koma nol satu sen) dengan formulasi perhitungan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(2) Berdasarkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), maka kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun
2018 dikelompokkan dalam kemampuan keuangan daerah sedang.

Pasal 5

Besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan DO pimpinan
DPRD dan Anggota DPRD disesuaikan besaran pembayarannya pada
kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
sebagai berikut :

a. tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan DPRD dan Anggota DPRD
diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD
dan diberikan setiap bulannya;

b. tunjangan reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD paling banyak
sebesar S (lima) kali uang representasi Ketua DPRD dan diberikan setiap
melaksanakan reses; dan

c. DO Ketua DPRD disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi
Ketua DPRD dan DO Wakil Ketua DPRD masing-masing disediakan 2,5 (dua
koma lima) kali jumlah uang representasi.

BAB III
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Pasal 6

Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal S5 huruf c diberikan setiap

bulannya dengan ketentuan :

a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya
atau disebut lumpsum; dan

b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional
lainnya.

Pasal 7

(1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran secara
langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1
(satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.

(2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku Pengguna



(3)

(4)

(1)

(4)

()

Anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan
DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran
kepada bendahara umum daerah.

Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

melampirkan :

a. daftar penerima DO; dan

b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang
menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.

Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO
berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ke rekening bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sekretariat DPRD.

Pasal 8

Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran DO yang diberikan secara
sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berdasarkan
kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.

Bendahara Pengeluaran mengelola DO untuk dukungan operasional
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan
keuangan daerah.

Pasal 9

Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib
menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana
telah sesuai dengan peruntukannya.

Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.

Pertanggungjawaban penggunaan DO dimaksud dalam Pasal 6 huruf b
disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan
DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara
pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal S (lima) bulan berikutnya.

Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai
tambahan DO bulan berjalan.

Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pencairan dana bulan
berikutnya.

Pasal 10

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun
anggaran, Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD menyetorkan sisa DO ke
kas daerah.
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BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Ketentuan mengenai Kemampuan Keuangan Daerah dalam Peraturan Bupati
ini berlaku juga untuk kebijakan Pemerintah Daerah yang memerlukan
indikator Kemampuan Keuangan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu
Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal (2 Tebruaa 2018

P
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RUSMAN ALI [

'PBUPATI KUBU RAYA,

Diundangkan di Sungai Reya
Pada tanggal...\2. Febuon 2018

---------------------

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR |6 TAHUN 2018

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN

ANGGARAN 2018 SERTA
PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA
OPERASIONAL

DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 2016
(Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor

9 Tahun 2017 Tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 dan
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016)

NO URAIAN JUMLAH
1 2 3

i Pendapatan Asli Daerah (PAD) 101.310.299.207,01

2 Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi 26.471.101.564,00
Hasil Bukan Pajak dari Pemerintah
Pusat

3 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 787.062.196.000,00

JUMLAH 914.843.596.771,01

2. HASIL PERHITUNGAN FORMULASI PERHITUNGAN KEMAMPUAN

KEUANGAN DAERAH
NO URAIAN JUMLAH
1 2 a
1 | PENERIMAAN UMUM 914.843.596.771,01
2 | BELANJA PEGAWAI 524.811.780.909,00
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 390.031.815.862,01
?BUPATI KUBU RAYA,
TRvUSMAN ALI F
Pada mg:..'.?r.,}..?.‘?.!&?ﬁ 208
Pt SEKRETAR'S DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
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PRASETYO
mAODAN ATEN KUBU RAYA



